LEMBARAN DAERAH
% b KABUPATEN DAERAH TINGKAT I NIAS
§  NOMOR:.9 TAHUN1999 SERI:B NOMOR:8

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

% Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

; Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi
Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong
Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Nias perlu disesuaikan.

b. bahwa penetapan tarif pada Peraturan Daerah
sebelumnya tidak sesuai lagi depgan keadaan
saat 1ni;

c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan
kembali dalam suvatu Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias

Mengingar  : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1936
tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten  dalam  Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran



Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1092);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor
3685);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-
pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanas;
. Peraturan Pemernntah Nomor 20 Tabun 1997 temtang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan [ .embaran NegaraNomor 3692);

. Keputusan Menteri Dalam Negai Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisas Dinas Daerah;

. Keputusan Menter1 Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan; ‘



10. Kepumsan Megteri Dalam Negeri Nomor 171 Talum 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peramran Daerah :

11. Kepumsan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahm 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Peammgutan Retribusi Daerah ; )

12. Keputusan Mesteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentmg
Tata Cara Pemeniksaan di bidang Retribusi Daerzh ;

13. Kepumusan Menteri Daiam Negeri Nomor 4 Tahum 1997, tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dasrah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat Il Nies, .'
MEMUTUOSKAN-

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT I NAS
TENTANG RETRIBUSI RUMAH PCTONG HEWAN.

BABI
KETENTUAN UMUM -

Pasal

Dalam Peruturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Dazrah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Nias.

b. Pemeriatan Daerah adalah Pemerintah - Kabupaten Dasrah
Tingkat T Nias.

¢. Kepala Dasrah adalah Bupati Kenala Daerah Tingkat T Nies.

d Tiras Pendopoter®deormb 2dals Difad Fendapatan Daereh. -
Yatvpaten Deeznh Tingkat YI Nias,

e. winas Peternuan Daersh adalah Dinas Peternekan Daersh
Kazbupaten Dasrah Tingkat 11 Nias.

£ K=rs Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

g Beadaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKF,
adalah Bendsharawan ¥husus penerima pada Kaotor Dinss

b Jury Periksa Daging ialsh Pegawai Pemerintah Daerah yang telah
memperoleh Pendidikan kbusus mengenai pemeriksaan daging yang
skan menjadi ronsumsi masyarskat baik untuk dijusl eian untuk
keperluan hajat .

i Rumsh Potong Hewa ialah suaty tempat stan bangman yang |
disedizian dan dikelofa oleh Pemerintah Dagrah serta dipergmakan |

untuk memotong hewan sesuai perunmukicanmva. ) )
s j. Ternak. ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atan Domba, Babi den
. Unggas. ;
' % Petugas Ahli, iaj2h Dokter Hewan atau petugas vang berd;sark:m
3 Pendidikan dan Pingetzhuanmva ditetapkan sebazai zhli dibidang

pemeriksaan bewan serta bermsas atan memertksa bewan poda namah
potong hewan

| Retribust Jjesa Usahg adalah Retribusi ates Jasa yzzg disediakem oleh
Pemerneah Dz2r2N dengan mengamrt prinsip komersial.

Tt Farerancs S anihne Dasrah vang selanjuinva disingkat SKRD




n. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkst SSRD
adalzh surat yang digimakan oled Wajib Retribusi tntuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerzh.

. Surat Ketetapan Retribust Daerah Korang Bayar unhik selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Xepunsan yapg menentikan
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok refribusi, besarmya sanksi
administrast dan jumlba yang masih harus dibayar.

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Krrang Bavar Tambahan umtuk
selanjumya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlsh retribusi yeng telah ditetapkan.

q Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebth Bayar 'miuk sclanutoya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentikan jumlah
kelebthan Pembayaran Rewibusi karena jumizh kredit retribust lebih
besar dari retribusi yang tendang atan tidak seharusnva terutang.

r. Surat Tagihan Retribusi Dasrah yang selanpumya disingkat STRD
adalah surat unmk melakokan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda

(=]

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Fotong Hzwan dipunggiut Retribusi atas
P=layanan penyediaan fasilitcs di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan peavediaan fasilitas Rumah Potong
Bewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atan badam yang memakal/
mengunakan fastlitas Rumah Potong Hewan

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Ramibusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jesa
Usaha

BAB I¥
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DPasal 6

Qorribusi 2umah Potong Hewen adalah Jasa Usaha yeng disediakzn oleh




BAB V
KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1) Setimy Hewm yang zkan dipotong, harus diperiksa lebih dalmiu
kesebamninra oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan
di RPH milik Pemerintah Daerah

(2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksazn terhadap setiap hewsn yarg
akan dipotong setelah yemilikoya memmjukkan surat kctzrangm dari
kepala desa yang bersanglartan.

(3) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kiusus hewan betina
terlebih dabuta harus diperiksa kesuburaonya oleh Petugas Ahli.

Pasal 8
Apabila dalam pemeriksaan dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini,
ternyata hewan ters=but meadenta sakit atm dalam keadaan bunting dan atan

masth produldif Petugas Ahli harus menolak hewan tersebut untuk
tidak dipotong.

Dasal 9
Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 8 Peratoran Daersh ini, pemilik
hewan berhak mengajukan penteriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya
pemilik hewan.

Pasal 10

Psmotongen Kambing dapat dilaksanakan diluar Rumah Potoag Hewan setelab
peaililk ‘bersedia nczbeyar usng retritusi.

Pasal 11

(1) Juru Perikea Daging m.:;jaxxzn pemeriksaan daging danbegien-tagien
lainnya dari hewan yang sudah dipotong,

(2) Daging dan bagian-bagian : lainnya yang dinyatakan baik,
diberi tanda stempel ‘inta warna violet. sedangkan yang dinyatakan tidak
baik akan dimmsnzhken Sifafepon DeXsers ndwen Pemerintza,

BAB Vi
KEITENTUAN RETRIBUSI
Pasai 12

(1} Atas Pemeriksazn Hewan/daging hewan dan penggunaan Rumsah Potong
Hewan dikenakon Retribust ;

(2} Besanva reribesi lerszbut pada ayar (1) pasal ini ditstapkan vtk biaya

Demolsngan hewnn dinrnah potcng hewan !D’UDUU



i Kapmlzay Mentzti Dalarg Negeei Nowor 171 Talim 1967 tentang

Retribust Biava Tempat Pemotongan :

t. Lembu, kerban, Kuda, sebesar Rp- 30.000.- (tiga puluh ribu
rupiah)/ekar

(19

Kambiog atan domba , sebesar Rp.  7.500.- (tyjvh riba lima
ranis ruoialiVeker.

Babt sebesar Rp. 20.000.- {dua guich ribu ropizhVekor.
4. Unggas sebesar Rp. $00.- (lima rapss rupiah).

LY

Pasai 13

(1) Hewm yong dipotong untuk keperfuan bajar, dikenakan retribusi sebesar

()

2

100 *% (sesatrs persen) dar ketentuan dimaksud pasal 12 Peratwran
Daerah ini;

Hewan yang dipotong karena kécelakaan das dipergtmakan sk usgha
dikenaken Rustribusi sebesar 100 % (seratus persen),

Unhde msmotoug hewsn dimaisud evat (1) dan (2) pesal ini pemilik
hewan hgus dapat menunjuidan surnt ki'-?-m"gnn pemilikan dari Kepala
Desa i Kepal 3 Keluranan yang bersaughagan

BA

e}

v
TATA CARA PEMUNGUTAN

Sazal 14

Refribusi dipumgut dengan mengmumalen SKRD etan dokurnen lain yang
dipersamakan

S L. NUUN It ) JUPI SNV SRS BN b Wy Sy 2 L U o IO GUURIP & WD I 4
Basit pungutedr regiousi QHNaELa pasa i2 uyu'( £ FETRIUCE Laefa i
disecor oleh BPX Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat If Nias ke Kas
Deeran

n
b

BAB VX
WILAY AR PEMUNCGUTAN

Pasal  if

SAvRR memmmentan Darmhner Dieeah



BAB I
SANKST ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hai © | - Retribusi tidak membayar tepat wakiunya atan kurang
* . nbayar, dikeoakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari besarmya retribusi yang terutsng yang tidak stan
larrang bayar dan ditagih dengan mengimakan surat tagihan retribusi dasrah

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 1T

(1) Kepala Daerah menentuikan tanggal jamh tempo pembayaran dan
penyeioran retribusi yang tentang paling lama 30 (tiga puluh) bari setelah
saat terutang.

(2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberalan dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlzh retribusi yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi daiam jangia waktu paling lama 1 (satu ) bulan sejak tanggal
diterbitkannya tersebut diatas

(3) Kepala Daerzh atas permohonan Wajib Retribusi setelah mememuhi
nersyaratan yang ditentukan dapat membenkan persetujusn kepada Wajib
Retribusi umuk mengangsur atau menunda pembayran retribusi dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembeyaran, pemmdam pembayaraa
- retribusi diatir dengen keputusan Kepala Dacrah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pzl ¥

(1) Retribusi yang tenutang berdasarkaa SKRD, SKRDXE, SKRDKBT,
STRD, Surat K>putusan Permbetulen, Surat Kepumsan Keberatan
dan Putuisan Bading yang lidak aan kurang bayar oleh wajid
retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Relridusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

Parahiran Permdanaimdoncon vang herlalm
SR I S IE =) T =i D F g Eani e
BAB XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KFLTRIHAN PEABAYARAN RETRIBUSI
Pasal 39

{1) Wajib Retribusi harus mengajekan permobonan secara terailis
kepada Nepala Desrah vonk perhivagan peagembaiian kelebihan




(2) Atas dasar permohopan sebuagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelebthan pembayaran retribusi dapat langsunga diperhitingkan
terlebih dafulu dengam utang Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga oleh Kepala Daerah.

(3; Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang bethak
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24
(1) Dalam bal kelebthan pembayaran Retribusi yang masih tersisa
setelah dif 2laan perbitingan sebagaimana dimaksud pada Pasal
13. diterp itkan SKRDLB paiing lambat 2 (dua) bulan sejak
diterimanya permohonan  peng embalian kelebihan pembayaran
Ketribust.

(2y Kelebthan pembayaran Retribugepaoaimana dimaksud pada avat
(1) dikembalikon kepada WajiReyibusi paling lambat 2 (dna)
bulan sejak diterbitkan SKRDLI

3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retnibusi dilakukan setelah
lewat walkmy 2 {d20) bulan sejak diterbitkanmyaSKRDLB, Kepala
Dagrah memberikan imbalan bunga 2 % (cua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal &

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukas
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitingan sebagaimana dimatsud pada Pasal 21, ditecbitkan
bukti pemindth bukuan  yang berlaku juga sebagai bukti

pembayaran.
BAB X -
KADALUWARSA
Pasal 22

Peoaginen Retribusi, kadaluwarsa setelah melempan jangka wakm
3 (tiga) tahum techiting sejak sas! terutangnya refribusi, kecuali
apebila Wajib Remibusi melakuken tindak pidana dibidang

Retribust

M

(2) Xadalnarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksund ayat (1)
Pasai im, (ermmggung anabila

a  Diterbitkan Surat Teeuran dan Surac Paksa atau

5. Ada Peogakumn utang retribusi dam Wayib Regibusi baix
\ansmime manpun tdak Jangsung

—————



BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

(1) Piutang Retribusi yang tidak mongkin ditagih lagi karena bak wtk
melakukan peaagihian sudah kadaluwarsa dapat dibapus.

(2) Eepala Daerah menctapkan keputzsan penghapusan  Piutang
Retribusi Daerah yang sudzh kadatuwarsa sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) Pasal iqi.

BAB XV
XETENTUAN PIDANA -

Pasal 24 >

Pelangg_amn terhadap keteptuan-ketenman dalam Peraturan Daerah ind
dapat dlanca.m_ de_n_g.-,;n P:fiam Kurungan selama-lemanya 6 (snam) bula
atau deoda setinggi-tingginys 4 (empat) kalj retribusi terutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1)p¥zswzd Negeri Sipil tertentu di Lingmezn Pemerintash Daerzh
diberikan wewenang khusus sebagai penyidik umtuk melakuian
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undeng-undang Nomor 8 Tahun 1981 temang
Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah :

a  Menerima, mencan, meagumpulkan dun mene.ﬁu' ketera;zga?
atau [aporan berkenan dengzn mdzkpidm di bidang Retnbusni
Daeral ; )

b. Meceliti, mencari dan memumpulken keterangan mengena
orang pribadi atay badal tewtang kebeaaran perbuatan yang
dilalmikan seubungag depgan Tindak Pidana Retribusi Dasrah ;

¢. Meminia keterangan dan b7han buidi dari orang pribadi
badan sehubungan denga? ndak pidana di bidang Retribusi
Daerah;

d Memeriksa bukn-bukn, catatancatatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidama dibidang Retribusi
Daerah; .

e. Melaknkan penggeledahan otk mesdapatken bahan bokt
pembukuan, pencatztan dan dokumen-doizmen serta melakuas
penyitamn terhadap bahan bukn tersetrs,

f Memintz baptyan t2paga shli dalam rengka pelaksanazn hugas
penyvidikan Tind«k Pidana di Bidang Retmbusi Daerahy,



g Menynnub berlenti, melwing sescoruny meninggalkan ruangan
abin lenpad puda sanl poneriksaan sediang berlangsing dun
wemeriksa identitas orang dun atan dokumen yang dibuwa
sebugaiinani dimaksud pada lul'e;

o Mewolret sescorang yung berkailin deugan Tinduk  Piduna
Nelvibusi Dicrals;

1. Memanggil orang untuk didengan keterangannya dun diperiksa
webagul lermmngki aliee suksi; A4

Menghentikan Penyidikarg

Melakukan  tindukan lain yang  pertn wiluk  keluncurun

penyidikan “lindak Pidana di Bidang Retribusi Daetah inenurut

luikum yang daput dipertanggungjnwubkuu.

[ s

(3) Venyidik Pegawai Negeri Sipil membual Beriti Acara seliup

linclakaun tentang :

it Perneriksnan tersangku

bo Pemasidan rnab,

¢. Penyilaan bendig

o Pomneriksaan sural;

¢ Peeriksuan suksi;

L Peneriksaan ditcwpat kejadian, din wengivinkunnya kepada
Penyidik Polisi Republik lndonesia

~

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengiur berlakanya Pertduran Duerali int, wmaka Petatiean Ducraly Nomor
6 “Uabin 1996 lentang Perubideur peibivia Peralinan Daciuhr Kabupalen
Dacrah Tingkat 11 Nias Nomor 15 Tahun 1985, tentung Retribust
Petnvriksuun  Kesclatun,  pengujian, penyuntikane  dan Retribusi
penotongan ‘Teonk, dinysdadan dicabiot dian tiduk berlaku lagi.

Pasal 27

Hlal-bul yung belun diatur dalisn Perutaan Daera ui sepujung
mengenai pelaksanaanys akan disadur Jebib Bufut oleh Kepula Duerah

Pasal 2§

Peraduran Daerah ini nula berliku pada suat tanggal diwdangkean

Agar setinp oty dapat wengelawinya memerintadkan, peng-undangan Peralwin
Ducrady i dengaun penempatwnya dulum Lembuwran Duerale Kebepaten Duzrulr Tingkat I

Nius

< DEWAN PEICN ad AN RAKYAT Dakial

Ditetspkan di ¢ Guswinigsiloli
Pudu Tuggal  : 1§ syuylw If?a

BUPA{L KEVALA DAERAR TINGKAT Ul

KABUPATEN Garfa Il VLG AT 1 Nias NTAS,
- KETUA,
5 o Do
40 7




Disvahkan oleh Menterd Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

Nomor
Tanggal

Diberfakukan dengan Keputusan Bupati Kepala ‘Daerah

Tingkat II Nias

Nomor : 188.342/ 763 [K/1999

Tanggal 13 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Nias

Nomor : 2 Tahun 1999

Tanggal : 4 Me1 1999 .5

Seri 2 B NEEETE o CaT

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS
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ILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580




